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Lebih lanjut, menurut Zainal Arifin Mochtar, ada beberapa argumentasi yang dapat
ditemukan sebagai pencetus pembentukan lembaga negara Independen, yaitu:29

a) reformasi pendekatan neo-liberal, yaitu: Kehadiran komisi negara independen dalam
konteks ini hadir sebagai bagian dari dorongan kuat good governance, yang mengkritik
negara dari perilaku koruptif, sehingga menarik keluar kuasa negara ke publik melalui
pendirian komisi independen. Artinya, faktor peranan program reformatif ala neo-
liberal paling tidak ikut memaknai proses hadirnya lembaga-lembaga negara
independen. Bukan dalam konteks positif-negatif atas peranan itu, tetapi setidaknya
menggambarkan betapa konsep dorongan menuju good governance menjadi salah satu
pola mengurangi peran negara dengan kahadiran komisi negara independen itu
sendiri;

b) kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu, yaitu kewajiban transisional ini
tentunya bisa dimaknai dalam kerangka kondisi transisi yang membutuhkan hal-hal
khusus yang dapat menunjang kebutuhan transisi;

c) kebutuhan percepatan demokrasi, yaitu tansformasi demokrasi yang lebih partisipatif,
telah membawa dorongan bagi kehadiran lembaga negara independen, baik dalam
kaitan pelaksana tugas tertentu yang dulunya dimiliki oleh negara dan/atau tugas
tertentu dalam melakukan pengawasan terhadap negara;

d) bagian pencitraan kekuasaan, yaitu negara membuat lembaga negara baru seakan-
akan dalam paradigma menjamin kekuasaan negara tetap dapat berjalan melalui
kemauan rezim untuk melakukan perbaikan. Padahal, perbaikan yang dilakukan
dibaluri dengan agenda tertentu, yang biasanya ditujukan dengan hal yang ingin
dicapai; mengurangi tugas lembaga penyelesaian sengketa antara negara dan warga
negara, yaitu negara ingin lembaga-lembaga negara independen mengurangi
persengketaan langsung antara negara dan warga negara, di mana warga negara akan
berhadapan dengan lembaga negara terlebih dahulu di dalam mekanismenya;

e) adanya kekecewaan terhadap lembaga lama, yaitu faktor ini akibat dari tingginya
tingkat kekecewaan terhadap lembaga negara lama yang telah ada sebelumnya.
Artinya, salah satu tampak adalah berbagai kemuakan terhadap lembaga lama, yang
bekerja tetapi gagal memberikan hasil yang diharapkan. Belum lagi, kondisi lembaga
negara lama yang dianggap penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

f) ketergesa-gesaan dalam legislasi, yaitu untuk melakukan spesifikasi pengurusan hal
tertentu dalam rangka capaian kinerja tertentu. Berbeda dengan lembaga negara klasik
(eksekutif, yudikatif, dan legislatif) yang mengurusi semua hal, dalam kaitan dengan
wilayah masing-masing cabang, maka komisi negara independen erat kaitannya
dengan satu hal tertentu. Meski kemudian bermodel campuran, yang berarti juga
mengerjakan hal-hal yang menjadi ciri kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Menurut Laurensius Arliman, kehadiran lembaga negara independen pada awalnya
dilatarbelakangi oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada.
Krisis kepercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh
para elit politik. Krisis kepercayaan ini berawal dari kegagalan lembaga-lembaga negara
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